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a2,

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penye-
Tenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna gdan
berhasilguna perlu mengatur kembali organisasi
Remerintah Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat
Il Surabaya;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada
huruf a konsideran ini maka dengan barpedoman
kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 48
Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata-
kerja Pemerintah Kecamatan, Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tanggal 12
Maret 1987 tentang Penetapan Pola Organisasi
Pamarintah Kecamat an Seluruh Indaonesia,
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nemor 177 Tahun 1877 dan Keputysan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19
Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerija
Pemerintah Kecamatan di Jawa Timur, dipandang
perlu mengatur kembali Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat
IT Surabaya dengan suatu Keputusan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta vang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah;

Undang-undang Nomoar 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun
1992 tentang Qrganisasi dan Tatakerja Departeman
Dalam Nsgeri:
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Psmerintah Daerah
dan Wilayah;

Keputusan' Menteri Dalam. Negeri Nomor 8 Tahun
1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Kecamatan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tshun
1997 tentang Penetapan Pola = Organisasi
Pemerintah Kecamatan Seluruh Indonesia;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur WNegara
Nomor 177 Tahun 1997 tentang Perubahan Jabatan
Struktural Eselon III ke Bawah Dalam lLampiran VI
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang
Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir
Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 189§;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jaws
Timur Nomor 19 Tahun 1998 tentang Organisasi dan
Tatakerja Pemerintah Kecamatan di Jawa Timur.

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Maret
1997 Nomor 188.42/1014/SJ tentang Penyampaian
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
1997 perihal Penetapan Pola Organisasi
Pemerintah Xecamatan Seluruh Indonesia;

2. Surat Gubernur Kepaia Daerah Tingkat I Jawa
Timur Tanggal 20 April Tahun 1998 Nomor
061/3838/041/1998 perihal Organisasi dan
Tatakerja Pemerintah Kecamatan.

MEMUTUSKAN
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11
Surabaya tentang Organisasi dan Tatakerija
Pemerintah Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasail 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur;



b. Kotamadya Daerah Tingkat 11, adalah Kota~-
madya Daerah Tingkat Il Surabaya:

¢ Walikotamadya Kepala Daerah, adalah wali-
kotamadya Kepala Dasrah Tingkat II Surabaya;

d. Pembantu Walikotamadya adalah Pembantu
Walikotamadya di dalam Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya;

e. Pemerintah Kecamatan, adalah Camat beserta
perangkat lainnya Yanyg menyelenggarakan
urusan pemerintahan umum di Kecamatan;

f. Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan di
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat
yang kedudukannya herada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala
Daerah,

(2) Camat di Wilayah Kerja Pembantu walikotamadya
dalam melaksanakan tugas berada di bawah
koordinasi Pembantu Walikotamadya.

Pasatl 3
Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan dalam Wilayah Kecomatan.
Pasal 4

Untuk menyeienggarakan tugas tersebut dalam
pasal 3 Keputusan ini, Camat mempunyai fungsi

a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan
pembinaan keagrariaan serta politik dalam negeri;

b. pembinaan Pemerintahan.Kelurahan;
c. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan

perekonomian, produksi dan. distribusi serta
pembinaan sosial; :



d. pembinaan pelayanan umum;

e. psnhyusunan brogram, pembinaan administrasi,
ketatausahaan dan rumah tangga.

BAB I1I
ORGANISASI

Bagian Rertama
Pala Organisasi
Pasal 5

(1) Organisasi Pemarintah Xecamatan disusun ber-
dasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal.

(2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat
(1) pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja
Pemerintah Kecamatan yang bersangkutan;

(3) Beban kerja pada satiap Pemerintah Kecamatan
dinyatakan dengan angka kredit yang diukur
berdasarkan kriteria jumlah panduduk, iuas
Wilayah, jumlah Kelurahan, jumlah dana bantuan
dan c¢iri Kkhusus serta aspek pelayanan kepada
masyarakat.

Pasal 6

Ketentuan penetapan Pola organisasi Pemerintah
Kecamat an sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
Keputusan ini adalah sebagai berikut

a. Pemerintah Kecamatan dengan jumlah angka kredit
sampaji dengan 75 merupakan organisasi Pola
Minimat;

b. Pemerintah Kecamatan dengan jumlah angka kredit
Tebih dari 75 sampai dengan 100 marupakan
organisasi Pola Maksimal.

Pasal 7

(1) Berdasarkan beban kerja sebagaimana tersebug
dalam pasal 5 Keputusan ini ditetapkan organisasi
Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal dan Pola
Minimal;



(2)

(3)

Penetapan pola organisasi Pemerintah Kecamatan
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negri setelah
mendapat persetujuan Menteri Pemdayagunaan
Aparatur Negara atas usul Gubernur Kepala Daerah:

Perubahan atas penetapan tersebut pada ayat (1)
pasal ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negari

“atas usulan Gubernur Kepala Daesrah berdasarkan

perkembangan beban tugas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemarintah Kecamatan

(1)

(2)

(1)

(2)

Pola Minimal
Paragaraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 8

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola
Minimal terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretariat;
¢. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
e. Xelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat dipimpin olzh Sekretaris Kecamatan
dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan
pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan
teknis administratif kepada seluruh satuan
organisasi Pemerintah Kecamatan;
Untuk menyslenggarakan tugas tersebut pada ayat

(1) pasal ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai
fungsi



(1)

(2)

(2)

a. penydsunan rencana, pengendalian dan penge-~
valuasian pelaksanaannya;

b. pengelolaan urusan keuangan:

¢. pelaksanaan tata wusaha umum, tata usaha
kepegawaian serta tata usaha perlengkapan:

d. pelaksanaan uruysan rumah tangga;

e@. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Camat.

Pasal 10

Sekretariat Kecamatan tergiri dari
a. Urusan Perancanaan;‘
b. Urusan Umum.
Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) pasal ini
masing-masing dipimpin bleh seorang Kepala Urusan
yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Pasal 11
Urusan Perencanaan mempunyai tugas

a. Menghimpun dan menganalisis data;

b, Melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian
pelaksanaan program dan anggaran:

¢. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan Kecamatan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Sekretaris Kecamatan.

Urusan umum mempunyai tugas

a. Melakukan urusan surat menyurat dan tugas-
tugas kearsipan;

b. Melakukan tata usaha kepegawaian dan ke~
sejahteraan pegawai;

c. Mengelola keuangan dan melakukan tata usaha
keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;



(1)

(2)

(1)

(2)

d. Melakukan tugas-tugas rumah tangga dan tata
usaha perlengkapan;

e. Melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan
cleh Sekretaris Kecamatan.

Paragraf 3
Seksi Pemerintahan
Pasal 12
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan
urusan pemerintahan umum dan Pemerintahan

Keturahan serta ketentraman dan ketertiban;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat
(1) pasal ini Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyelsnggaraan pemerintahan umum dan
pelaksanaan koordinasi instansi-instansi di
lingkungan Pemerintah Kecamatan;

b. pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban
wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong
Praja;

c. pembinaan dan pengadministrasian kependudukan
dan catatan sipil;

d. pembinaan Pemerintahan Kelurahan;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Camat.

Pasal 13
Seksi Pemerintahan terdiri dari
a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Kelurahan;
b. Sub Seksi Kependudukan;
¢. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayvat (1) passal
ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas herada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi
Pemerintahan.



Pasal 14

(1) Sub Seksi Pemerintahan Umum — dan Kelurahan
mempunyai tugas

a.

Menyiapkan bahan penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Pemerintahan Kelurahan:

Menyiapkan bahan untuk pembinaan sosial
politik, kesatuan bangsa, ideologi Negara dan

urusan pemilihan umum serta penyelenggaraan
koordinasi: :

Menyiapkan bahan pembinaan organisasi kemasya-
rakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya:

Menyiapkan bahan pembinaan pertanahan
keagrariaan;

Melakukan pembinaan administrasi Kelurahan dan
membantu dalam proses usulan pengangkatan
Kepala Kelurahan dan Perangkat Pemerintah
Kelurahah;

Melaksanrakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

(2) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas @

(3)

a.

Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan
kependudukan dan catatan sipil;

Melakukan pelayanan kartu penduduk, kartu
keluarga, surat jalan atau surat keterangan
lain;

Melakukan pengumpulan data datam rangka
administrasi peltaksanaan transmigrasfi;

Melakukan administrasi perpindahan gan
pertambahan penduduk serta memelihara data
penduduk ;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pemerintahan,

Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai
tugas

a.

Menyiapkan bahan pembinaan ketertiban umum dan
ketentraman:



(1)

(2)

(1)

b. Menyiapkan bahan pembinaan Satuan Polisi
Pamong Praja;

¢c. Melakukan penertiban dalam rangka panegakan
Peraturan Daerah serta ketentuan dan peraturan
perundangan lain:

d. Melakukan pengamanan wilayah dalam rangka
mencegah timbulnya gangguan ketertiban,
termasuk Kantor dan rumah jabatan Camat

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Paragraf 4
Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

Pasal 15
Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai
tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian,
produksi dan distribusi serta kesejahteraan
sosial;
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat
(1) pasal 1ini Seksi Pambandgunan Masyarakat
Kelurahan mempunyai fungsi

a. penyusunan program dan pembinaan pembangunan
sarana dan prasarana;

b. pembinaan pelayanan umum;

C. penyusunan program dan pembinaan dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan perekonomian,
produksi dan distribusi;

d. penyusunan program dan pembinaan 1lingkungan
hidup serta kebersihan;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Camat.

Pasal 16

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan terdiri
dari

a. Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum;



(2)

(1)

(2)
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b. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan
Distribusi;

C. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkyngan
Hidup.

Sub Seksi~-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) bpasal
int masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugss berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi
Pembangunan Masyarakat Kelurahan.

Pasal 17

Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanart Umum
mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan pembanguhan sarana, prasarana
Kelurahan serta pembangunan sarana prasarana
pada umumnya;

b. Metakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan
pembangunan sistem Unit Daerah Kerija
Pembangunan;

€. Menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum ser-
ta penyusunan mekanisme pelayanan perizinan;

d. Menyelenggarakan tata usaha perizinan;

e. Melaksanakan tugas—tugas lain vang diberikan
oleh Kepala Seksi Pembangunan Mdsyarakat
Kelurahan.

Sub Sesksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi
mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan perekonomian, produksi dan
distribusi hasil produksi;

b. Menyiapkan hahan kegiatan penyuluhan/pembinaan
pengembangan kepariwisataan dan pertambangan‘;

¢. Melaksanakan pembinaan  terhadap lembaga-
lembaga perekonomian desa, program Bimas/Inmas
dan melakukan pendataan industr{ kecil dan
kerajinan serta uysaha gotong royong;



d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
perekonomian, produksi dan distribusi hasil
produksi;

¢. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Sub Seksi Pembangunan Masyarakat
Keluranan.

(3) Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan
Hidup mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
melakukan pembinaan sosial, bantuan sosijal dan
petayanan sosial;

b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan
kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi
masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;

¢. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program
pembinaan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan pelestarian lingkungan hidup,
penghijauan Uan up:ya peningkatan peran serta
masyarakat gatam kebersihan;

e. Meanyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan
atau penyaluran bantuan sosial termasuk
bantuan bencana alam:;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
Kelurahan.

Paragraf &
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18
Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas
membantu Camat dalam melakganakan tugas dan

fungsinva.

- Pasal 19
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksuq
dalam pasal 18 Keputusan 1ini, terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya;



(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunijuk o¢cleh Camat dan bertanggungjawab
kepada Camat ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan
berdasarkan keputuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut
pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pola Maksimal

Paragraf 1
Susunan organisasi
Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola
Maksimal terdiri dari

a, Camat;

b. Sekretariat;

¢. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

g. Seksi Pelayanan Umum.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Sekretariat dipimpin oieh Sekretaris Kecamatan
dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggungiawab kepada Camat.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 21

(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan

administrasi dan memberikan pelayanan teknis

administratif kepada seluruh satuan organisasi
Pemerintah Kecamatan;



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Untuk meyelenggarakan tugas tersebut pada ayat
(1) pasal ini Sekretariat mempunyai fungsH

a. pehyusunan perencanaan, pengendalian dan
penyiapan bahan untuk mengevaluasi pelaksana-
annya;

b. pengelolaan urusan keuangan;

¢. pelaksanaan tata wusaha umum, tata usaha
kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
. pelaksanaan tugas-tugas lain vyang diberikan
oleh Camat.
Pasal 22
Sekretariat terdiri dari
a. Urusan Perencanaan;
b. Urusan Keuangan;
c. Urusan Umum.
Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) pasal ini
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan
yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
Pasal 23

Urusan Perencanaan mempunyai tugas

a. Menghimpun dan menganalisis data seria
menyusun program dan perencanaan;

b. Melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian
pelaksanaan program dan anggaran;

€. Menyusun Taporan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan Kecamatan;

d. Melaksanakan tugas-tugas Jain yang dibgrikan
oleh Sekretaris Kecamatan.

Urusan Keuangan mempunyai tugas

a. Mengelola dan melakukan tata usaha Kkeuangan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

b. Melakukan tata usaha dan melakukan pembayaran
gaji pegawai;

C. Mengelola keuangan perjalanan dinas serta hak-
hak keuangan pegawai lainnya:

d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
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e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Sekretaris Kecamatan.
{3) Urusan Umum mempunyai tugas

a. Melakukan wurusan surat menyurat dan tugas—~
tugas kearsipan;

bh. Melakukan tata usaha kepegawaian serta
kesejahteraan pegawai:

¢. Melakukan tata usaha dan pemeliharaan
periengkapan;

d. Melakukan tugas-tugas rumah tangga dan
protokoier;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Sekretaris Kecamatan.

Paragraf 3
Seksi Pemerintahan
Pasal . 24
(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan
urusan pemerintahan umum, Pemerintahan Kelurahan
dan administrasi kependudukan serta pembinaan

politik dalam negeri;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat
(1) pasal ini Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

&a. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan umum dan
Pemerintahan Kelurahan:

b. penyusunan program dan pembinaan administrasi
kependudukan dan catatan sipil;

C. penyusunan program dan pembinaan kegiatan
sosial politik, ideclogi negara dan kesatuan
bangsa;

d. penyusunan program dan pembinaan df bidang
pertanahan/keagrariaan;

e¢. petaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
aleh Canat.

Pasal 25
{1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :
a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Kelurahan;
b. Sub Seksi Kependudukan;

c. Sub Seksi Sosial Politik.
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- {2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal

(1)

(2)

ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi
Pemerintahan.

Pasal 26

Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Kelurahan
mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum
dan Pemerintahan Kelurahan;

b. Melakukan pembinaan di ‘bidang administrasi
Kelurahan;

c. Membantu dalam proses usulan pengangkatan
Kepala Kelurahan dan Perangkat Pemerintah
Kelurahan;

d. Menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan
pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;

e. Melaksanakan tugas-tugas ladin yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas
a. Menyiapkan bahan penyusunan pragram dan

penyelenggaraan pembinaan kependudukan dan
catatan sipil;

b. Melakukan pelayanan kartu penduduk, kartu
keluarga, surat jalan atau surat keterangan
lainnya;

c. Melakukan pengumpulan data dalam rangka
administrasi pelaksanaan transmigrasi;

d. Melakukan administrasi perpindahan dan
pertambahan penduduk serta memelihara data
penduduk:

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

(3) Sub Seksi Sosial Politik mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan politik dalam negeri, ideologi
negara serta kesatuan bangsa;

k. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi sosial
politik, organisasi kemasyarakatan sarta
lembaga kemasyarakatan lainnya;

¢. Menyiapkan data, melakukan evaluasi dan peTaj
poran perkembangan sosial politik, ideologi
negara dan kesatuan bangsa;
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(2)

(1)

{2)

(1)
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d. Menyiapkan bahan pembinaan dan meiakukan
kegiatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum:

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Paragraf 4
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 27
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas
melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban
wilayah serta pembinaan polisi pamong praja;
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat
(1) pasal ini Seksi Ketentraman dan Ketertiban
mempunyai fungsi

a. penyusunan program dan pembinaan ketertiban
wilavah;

b. penyusunan program dan pembinaan Perangkat
Wilayah;

C. penyusunan program dar pembinaan polisi pamong
praja;

d. pelaksanaan tugas-tugas Tlain yang diberikan
oleh Camat.

Pasal 28
Seksi Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari
a. Sub Seksi Ketertiban Umum;
b. Sub Seksi Polisi Pamong Praja;

Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal
ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi
Ketentraman dan Ketertiban vyang selanjutnya
disebut Mantri Polisi Pamong Praja.

Pasal 29
Sub Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan ketertiban umum/ketertiban wilayah;

b. Mengumpulkan data melakukan evaluasi serta
menyusun laporan kejadian dan keadaan yang
menyangkut Kketertiban umum;

c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan
instansi Kecamatan 1lain dalam penanganan
permasalahan yang terkait dengan ketertiban
umum/wilayah;
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d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian
dalam rangka tertib perizinan;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Sub Seksi Polisi Pamong Praja

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program
kerja dan pembinaan aparat ketertiban dan atau
polisi pamong praja;

b. Melakukan kegiatan penertiban dalam rangka
penegakan Peraturan Daerah serta ketentuan dan
peraturan perundang-undangan lainnya;

¢. Melakukan patroli wilayah dalam rangka
mencegah timbuinya gangguan ketertiban:

d. Melakukan pengamanan Kantor dan rumah jabatan
Camat ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikar
oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Keter®-tan,

Paragraf b5

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

(1)

(2)

(1)

Pasal 30

Sexsi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai
tugas melakukan pembinaan pembangunan di bidang
perekonomian kelurahan, produksi dan distribusi
serta pembinaan lingkungan hidup;

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada ayat
(1) pasal 1ini Seksi Pembangunan Masyarakat
Kelurahan mempunyai fungsi

a. penyusunan program dan pembinaan pembangunan

perekonomian masyarakat Kelurahan;

b. penyusunan program dan pembinaan di bidang
nroduksi dan distribusi hasil produksi;

C. penyusunan program dan pembinaan 1lingkungan
hidup;

d. penyusunan program dan pembinaan dalam upaya
meningkatkan peran serta masyarakat datam
penghijauan dan pengendalian pencemaran
Tingkungan;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain vyang diberikan
oleh Camat.

Pasal 31

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan terdiri
dari
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a. Sub Seksi Perexonomian,Produksi dan Distribusi:
b. Sub Seksi Lingkungan Hidup;:

Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal
ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi
Pembangunan Masyarakat Kelurahan.

Pasal 32

Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi
mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan perekonomian kelurahan;

b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan
dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat;

c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan
dalam kegiatan/usaha peternakan, perkebunan,
perikanan dan pertanian;

d. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan
usaha gotong royong;

e. Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan untuk meningkatkan kelancaran
distribusi hasil produksi;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepaia Seksi Pembangunan Masyarakat
Kelurahan.

Sub Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahann penyusuhan _ program dan
pembinaan pelaksanaan pelestarian lingkungan
hidup;

b. Menyiapkan bahkan penyusunan program_- dan
pembinaan dalam pelaksanaan penghi jauan
lingkungan:

¢. Melakukan pembinaan serta upaya pgningkatan
peran serta masyarakat dalam penghijauan dan
pencegahan pencemaran lingkungan;

d. Metaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
Kelurahan.

Paragraf 6
Seksi Kesejahteraan Sosial
Pasal 33
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyat tugas

mengkoordinasikan penyusunan program dan
meiaksanaxan pembinaan kesejahteraan sosial;
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada avyat

(1)

(2)

(1)

(1)

(1) pasal ini Seksi Kesejahteraan Sosial
mempunyai fungs:i

a. penyusunan program dan pembinaan sosial,
bantuan dan petayanan sosijal;

b. penyusunan program dan pembinaan di bidang
kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah
raga;

C. penyusunan program dan pembinaan di bidang
kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

d. penyusunan program dan pembinaan di bidang
kesehatan masyarakat dan keluarga berencana:

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Camat.

Pasatl 34
Seksi Kesejahteraan Sosial terdiri dari
a. Sub Seksi Kesejahteraan;
b. Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual;
Sub Seksi~Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal
ini masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi
Kesejahteraan Sosial.

Pasal 35

Sub Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
pembinaan, bantuan sosial dan pelayanan sosial;

b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan kepada pemuda, olahraga dan peranan
wanita;

c. Menyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan
atau penyalturan bantuan sosial, termasuk
bantuan bencana atam;

d. Menghimpun data dan melakukan tata usaha
bantuan sosial atau bantuan untuk kegiatan
kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;

e. Melaksanakan tugas—-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 36

Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual mempunyai
tugas



a. Mer;-ar.zar 2ahan untuk penyusunan program dan
melakukan pembinaan peningkatan kehidupan
beragama:

b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
meiakukan pembinaan dalam upaya peningkatan
kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi
masyarakat dan pemberantasan penyakit menular:

C. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
melakukan pembinaan dalam upava pengembangan
kesenian daerah dan kebudayaan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan
oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 7
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 37

(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan
urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan
inventarisasi kelurahan, kebersihan serta sarana
dan prasarana umum:

(2) Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada ayat
(1) pasal ini Seksi Pelayanan Umum mempunyasi
fungss

a. penyusunan program dan penyelenggaraan
pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi
keturahan;

b. penyusunan program dan penvyelenggaraan
pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan,
pertamanan dan sanitasi lingkungan;

C. penyusunan program dan penyelenggaraan
pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan
umum;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain vyang diberikan
oleh Camat.

Pasal 38

(1) Seksi Pelayanan Umum terdiri dari
a. Sub Seksi Kekayaan dan Inventarisasi Kelurahan:
b, Sub Seksi Kebersihan;
c. Sub Seksi Saranha dan Prasarana Umum.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal
ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Seksi Pelayanan Umum.



Pasal 39

(1) Sub Seksi Kekayaan dan Inventarisasi Kelurahan
mempunyai tugas

(2)

(3)

a.

Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
pembinaan pelayanaan di bidang kekayaan dan
inventarisasi Kelurahan:

Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan
penyusunan inventarisasi jumiah, kondisi dan
kekayaan Kelurahan;

Melakiukan pembinaan, bimbingan, petunjuk dan
pengawasan pengelolaan kekayaan Kelurahan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas

a.

Sub

Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan kebersihan serta keindahan
lingkungan; '

Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan da'lam rangka pembangunan dan
pemeliharaan pertamanan:

Metlakukan penyuliuhan dan bimbingan dalam
rangka peningkatan peran serta masyarakat
dalam menciptakan kebersihan dan keindahar di
Tingkungan permukiman;

Melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada
masyarakat dalam rangka membudayakan hidup
bersih;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Seksi Sarana dan Prasarana Umum mempunyai

tugas

a.

Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum,

Menyusun program dan pembinaan pembangunan
sarana dan prasarana pelayanan umum Kelurahan;

Menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan pemugaran 1ingkungan dan perumahan;

Melakukan pembinaan dalam pembangunan dan
pemeliharaan sanitasi Tingkungan, tempat
pembuangan sampah sementara (TPS) dan sarana
kebersihan lain;

Melaksanakan tugas-~tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum.
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Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 40

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional adalah
sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional
pada organisasi Pemerintah Kecamatar Pola Minimal
sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan pasal 19
Keputusan inij.

B AR IV
TATA KERJA
Pasatl 41

Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris
Kecamatan dan para Kepala Seksi, Kepala Urusan dan
Kepala Sub Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional

wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan
tugas pokok masing-masing.

Pasal 42

(1) Setiap pimpinzn satuan orgarisasi wajib mengawasi
bawahan masing-masing bila terjadi penyimpangan
agar mengambil Tangkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan Peraturan perundangan vang berlaku;

{2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam
Tingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahamnya masing-
masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan

(3) Setiap satuan pimpinan organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung-
jawab kepada atasan masing-masing serta me-
nyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB \'
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Dengan berlakunya Keputusan 1ini, Keputusan
walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomqr
133 Tahun 1894 tentang Organisasi dan Tatakerja
Femerintah Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat _II
Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 44
Kecamatan Pembantu dipimpin oleh seorang Camat

Fembantu yang <z"2m melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
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PPanoh 45
Bagan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan
Pola Minimal danh Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 11
Keputusan inj.

Pasal 46
Nama, lokasi dan jumlah Femeriotah Kecamatan pola

Minimal dan Pemerintah Kecamatan pola Maksimal

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan
ini.,

B AB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pacsal 47

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak targga!l
ditetapkan;

(2)'Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 Juni 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

_H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

ALINAN Keputusan ijini

isampatkan kepada

th.

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.
4. Sdr.
5, Sdr.
6. Sdr.
7. Sdr.
8. Sdr.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur;

Pembantu Gubernur
Wilayah-V Surabaya;

Ketua DPRD Kodya Dati II
Surabaya;

Inspektur Wilayah Kodya
Dati 11 Surabaya

Para Pembantu Walikotamadya;
Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
Kepala Bagian Kepegawaian;

Kepala Bagian Pemerintah Kelurahan;
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9. Sdr. Kepala Bagian Qrganisasi;
10. Sdr. Para Camat se Kodya Dati Il Surabaya;

t1. Sdr. Para Lurah se Kodya 0ati II Surabaya

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tinhgkat
Surabaya Seri D2 Nomor 24 Tanggal 5 Juni 1998,

Salinan Sesuaij dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

_‘”Kep%Qa Bagi

) N l\ EEN
. N a4
T \\/ z

o PR e
- KODRAT SAMADIKUN, SH
_ ~Penata Tk.I

- Nip., 510 036 885

II



BAGAN SUSUNAN ORGANISAS| PEMERINTAK LAMPIRAN | KEPUTUSAN WAL !KOTAMADYA KEPALA
KECAMATAN POLA MiINIMAL DAERAH TINGKAT 1| SURARAYA
NOMOR : 43 TAMUN 1888
TANGGAL : 5 JUMN| . 1998
CAMAT
SEKRETARIAT
URUSAN URLISAN
PERENCANAAN UMUM
KELOMPOK SEKS!
JABATAN SEKS} PEMEBANGUNAN
FUNGS | ONAL PEMER | NTAHAN MASYARAKAT
KELURAHAN
$UB SEKS! SUB  SEKS}
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DISTRIBUSI
SUB SEKSE SUB SEKS!
KETENTRAMAN NKESEJAHTERAAN
— DAN "~ S0S{AL DAN
KETERT i BAN LiNGK. HiDUP

Salinan sesusa! dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Dasrah
Tinikat i1 Sur
i‘\ 3
Kepalia Bagian Wuk
KODRAT SAMAD| KUN,3H
Penata Tk, 1
Nip. 510 038 885

WALIXOTAMADYA XEPALA DAERAH

TINGKAT 11 SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUNOPRAWIRO




BAGAN SUSUNAN ORGANISAS{ PEMERINTAM

LTOPMATAN POLA MAKSIMAL.

LANPIRAN |} KEPUTUSAN WAL SKCTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

HOMOR
TANGGAL

: 43 TAHUN 1958
: 5 JUNI 1988

CAMAT
SEKRETARIAT
URUSAN URUSAN URUSAN
l PERENCANAAN KEUANGAN UUb
| | 1 ] { i
KELOMPOK SEXSI SEKS | BEXSI SEKSI
JABATAN SEKS! KETENTRAMAN PEMBANQUNAN KESEJAHTERAAN PELAYANAN
FUNGS | ONAL PEMER{NTAHAN DAN MASYARAKAT SO8TAL UbiUM
KETERT 1 BAN KELURAHAN
I | | [ 1
) PU—
SUB SEKSI BB SEKSI SUR BEKS!
PEMER I NTAHAN SUB SEKSH PEREXONOM | AN SUB SEKsT ! 1 REKAYAAN DAN
— UMUM  DAN -] KETERTIBAN —{ PRODUXS! DAN | KESE JAHTERAAN — i NVENTARISAS |
KELURAHAN UUM DISTR:I BUSH KE L RAHAN
! SU'8 SEK3I
8UB SEKS!} 8UB SEKS! SUB SEKS! BiNA WENTAL SUS 3EKS|
H KEPENDUDUKAN “—POLISI PAMONG =1 LINGKUNGAN 1 DAM =1 KEBERSIHAM
PRAJA HiDUP 3P RITUAL
SUB SEKSH SUR SEKBI
~ 8031AL — SARANA DAN
POLITIK PRASARANA
UMM

3atinan sesuai dengan as!inya

fin.,

Sakretaris Kotamadya Dasrah

Tingkat |1 Surabaya

A /

K.Pd}l Bagian H hLm

'-——‘-""'""“_}—-‘__—-

KODRAT SAMAT ] KUN,SH

Penats Tk.!
Nip. 510 038 BAS

WAL I KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRANIROD



LAMPIRAN II1 KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

DAFTAR KECAMATAN DI KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA
NOMOR

TANGGAL 5 JUNI 1988

43 TAHUN 1998

TINGKAT II SURABAYA

3. PEMBANTU POLA ORGANISASI
WALIKOTAMADYA
NO MINIMAL NO MAKSIMAL
SURABAYA PUSAT 1. Genteng
2. Tegalsari
3. Bubutan
4. Simokerto
. SURABAYA TIMUR 1. Gunung Anvar 1. Gubeng
2. Tenggilis Mejoyo 2. Rungkut
3. Sukolilo
4, Mulyorejo
5. Tambaksari
SURABAYA BARAT 1. Asemrowo 1. Tandes
2. Sukomanungga) 2. Lakarsantri
3. Benowo
SURABAYA UTARA 1. Pabean Cantian
2. Semampir
3. Krembangan
4, Kenjeran
SURABAYA SELATAN| 1. Karangpilang 1. Sawahan
2. Wenocolo 2 wWonokromo
3. Gayungan
4. Jambangan
5. Dukuh Pakis
6. Wiyung
J UML AH 14, KECAMATAN 14. KECAMATAN

inan sesuasi

dengan Aslinya

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tirlgkat II Sur
Kephla Bagian Hukum
E
. ."_,' o

e e ™ ) ~

KODRAT SAMADIKUN,SH

Penata Tk.I
Nip. 510 036 885




